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Abstrak: Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dalam sistem

penegakan hukum pidana di Indonesia menunjukkan perkembangan
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pesat, namun belum diimbangi dengan regulasi dan kerangka etika
yang komprehensif. Belum adanya pengaturan yang tegas, mekanisme
akuntabilitas, serta sistem pengawasan yang transparan menimbulkan

potensi pelanggaran terhadap asas legalitas, keadilan prosedural, dan

. . perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk
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landasan normatif yang mendukung penerapan teknologi secara adil
dan bertanggung jawab. Metode kualitatif digunakan melalui studi
pustaka, analisis normatif, evaluasi ke-bijakan, dan wawancara dengan
pemangku kepentingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya bias al-goritmik, ketimpangan akses, dan
minimnya akuntabilitas dalam sistem seperti ETLE, e-Court, dan predictive po-licing. Rekomendasi meliputi revisi
RKUHAP, pembentukan lembaga pengawas Al, dan peningkatan literasi teknologi hokum.
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Abstract: The use of Artificial Intelligence (Al) in Indonesia's criminal justice system has shown rapid development,
yet it remains unsupported by comprehensive regulations and ethical frameworks. The absence of clear legal
provisions, accountability mechanisms, and transparent oversight systems creates po-tential risks for violations of the
principles of legality, procedural justice, and the protection of human rights. This study aims to examine the challenges
and risks associated with the application of AI within the dynamics of the modern criminal legal system, while also
formulating policy recommendations and normative foundations to support the fair and responsible implementation
of such technologies. A qualitative method was employed, involving literature review, normative analysis, policy
evaluation, and interviews with legal stakeholders. The findings indicate the presence of algorithmic bias, unequal
access, and a lack of accountability in systems such as ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), e-Court, and
predictive policing. Recommendations in-clude revising the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP), establishing
an Al oversight body, and enhancing legal-tech literacy.
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Pendahuluan

Transformasi digital dalam sistem pemerintahan menjadi telah menjadi bagian dari
implementasi e-government pada era Revolusi Industri 4.0 (Salsabila et al., 2023).

https://trilogi.pubmedia.id/index.php/trilogi



https://trilogi.pubmedia.id/index.php/trilogi
https://doi.org/10.47134/trilogi.v5i1.1688
mailto:lusizaf69@gmail.com

TRILOGI: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Volume: 5, Nomor 1, 2025 25 of 36

Pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/Al) dalam penegakan hukum telah
diterapkan pada berbagai sektor, mulai dari sistem tilang elektronik (Electronic Traffic Law
Enforcement /ETLE), administrasi peradilan berbasis Electronic Court (e-Court), hingga
penerapan predictive policing dalam upaya pencegahan kejahatan. Penggunaan ETLE di
Indonesia secara bertahap telah mengadopsi teknologi digital, meskipun belum
sepenuhnya berbasis Al. Pengembangan ke arah sistem cerdas berbasis kamera dan
pengenalan otomatis terus berlangsung (Leonita et al., 2022).

Administrasi peradilan berbasis e-Court digunakan untuk menganalisis dokumen
hukum dan mempercepat proses administratif dalam sistem peradilan. Maskanah (2025)
menyoroti potensi penggunaan Al dalam sistem hukum, serta pentingnya reformasi
regulasi untuk mendukung integrasi di Indonesia. Predictive Policing digunakan untuk
memprediksi lokasi dan waktu potensial terjadinya kejahatan melalui analisis data
spasial dan historis, serta menjadi salah satu aplikasi utama Al dalam penegakan hukum
modern (Al-Shaikh et al., 2024), (Kahla, 2024), (Situmeang et al., 2024).

Teknologi Al menjanjikan peningkatan efisiensi proses administratif dalam sistem
hukum dan pemerintahan. Implementasi Al dalam birokrasi modern mempercepat
pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas, dan mengurangi beban kerja
administratif manusia (Aneta et al., 2025), (Presuel & Sierra, 2023);. Namun, di balik
kemajuan penggunaan AI, muncul dilema etis dan yuridis, terutama terkait bias
algoritma, pelanggaran privasi, dan ancaman terhadap prinsip keadilan prosedural.
Banyak algoritma Al memperkuat bias yang sudah ada dalam sistem hukum, antara lain
diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan marjinal (Talukder & Shompa, 2024),
(Bharati, 2024).

Penggunaan Al dalam pengawasan dan pemrosesan data hukum berpotensi
melanggar hak privasi individu, terutama saat bekerja sebagai black box tanpa
akuntabilitas yang jelas (Zuwanda et al., 2024), (Herke & Szabo, 2024). Integrasi Al dalam
sistem peradilan berisiko melemahkan prinsip-prinsip due process (prosedur yang adil),
terutama jika sistem otomatis digunakan tanpa pengawasan manusia yang memadai
(Rajasekar & Vezhaventhan, 2024). Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan
kerangka hukum yang mengatur batasan, pengawasan, dan pertanggungjawaban
teknologi cerdas dalam peradilan hukum pidana.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa Al diterapkan dalam predictive
policing dan sistem peradilan digital (e-Court) untuk mempercepat penyelesaian perkara
dan mendukung efisiensi hukum, meskipun tantangan etik dan yuridis tetap perlu
diwaspadai. Grace (2021) menjelaskan bagaimana AI memprediksi pola kejahatan di
Inggris melalui proyek National Data Analytics Solution (NDAS), serta menyoroti
pentingnya akuntabilitas dan etika dalam penerapannya. Quattrocolo (2021) menyoroti
bahwa penggunaan model komputasional dalam keputusan penyelidikan dan
penahanan dapat mengancam asas praduga tak bersalah dan keadilan prosedural.
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Kupchina (2021) menunjukkan penerapan Al dalam pengadilan sipil AS yang
mempercepat proses hukum sekaligus menuntut perhatian terhadap asas fair trial.

Namun, hingga kini belum ada kajian komprehensif yang menelaah hubungan
antara integrasi Al, prinsip keadilan prosedural, dan perlindungan hak konstitusional
dalam hukum acara pidana Indonesia. RKUHAP terbaru juga belum mengatur secara
substantif aspek penggunaan AI, batasan hukum, maupun mekanisme
pertanggungjawaban apabila Al melakukan kesalahan. Kekosongan normatif ini
menimbulkan urgensi penelitian hukum yang lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan
untuk:

1. Mengidentifikasi risiko ketimpangan, diskriminasi, dan bias algoritmik dalam
penggunaan Al pada sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Menelaah celah dan ketidaksiapan norma hukum dalam KUHAP/RKUHAP serta
peraturan terkait lainnya.

3. Merumuskan prinsip-prinsip tata kelola teknologi hukum berbasis keadilan
prosedural, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar
reformasi hukum dan kebijakan publik nasional.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kerangka
hukum acara pidana berbasis teknologi yang seimbang antara inovasi digital dan
perlindungan hak konstitusional warga negara. Kajian ini diharapkan memberikan
rekomendasi normatif dan kebijakan yang sejalan dengan praktik internasional terbaik
mengenai tata kelola Al di sektor hukum, guna mewujudkan sistem hukum digital
Indonesia yang adil, transparan, dan akuntabel.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi pustaka,
analisis kebijakan, dan kajian normatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada
pertimbangan ilmiah bahwa kajian terhadap integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam
sistem hukum pidana menuntut pemahaman yang mendalam, kontekstual, dan reflektif
atas norma hukum, asas keadilan prosedural, serta dinamika kebijakan publik. Metode
kualitatif dipandang paling tepat untuk menggali makna substantif di balik fenomena
hukum yang kompleks dan dinamis, serta memungkinkan analisis interpretatif terhadap
dokumen hukum dan praktik penegakan hukum yang relevan. Pendekatan kuantitatif
atau mixed methods dinilai tidak memadai karena belum memberikan kedalaman analisis
terhadap dimensi normatif dan yuridis yang menjadi inti permasalahan, tahapan analisis
disajikan secara sistematis dalam tabel 1.
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Tabel 1. Tahapan Analisis Data Penelitian
ANALISIS KEGIATAN TAHAP UTAMA OUTPUT
1. Identifikasi dan Penelusuran literatur akademik, Kumpulan data

Pengumpulan Dokumen

2. Klasifikasi Data

3. Analisis Isi (Content
Analysis)

4. Sintesisi dan Komparasi
Normatif

regulasi nasional (KUHAP, RKUHAP,
UU ITE, UU PDP), serta laporan
lembaga internasional (UNESCO,
OECD, EU) yang relevan dengan
penerapan Al dalam penegakan
hukum pidana lima tahun terakhir.

Pengelompokan data berdasarkan tiga
aspek utama:
a. Efektivitas & efisiensi Al
b. Potensi bias & diskriminasi
algoritmik,
c. Kesiapan serta celah regulasi
hukum nasional.

Penggunaan matriks indikator berbasis
prinsip keadilan prosedural, asas

legalitas, non-diskriminasi, dan
akuntabilitas  algoritmik. = Matriks
disusun  berdasarkan Al  Ethics

Guidelines (European Commission) &
UNESCO Recommendation on the Ethics
of Artificial Intelligence.

Perbandingan kebijakan dan regulasi
Al di Uni Eropa, Kanada, dan Amerika
Serikat untuk menemukan praktik
terbaik (best practices) dan relevansinya
bagi Indonesia.

dokumen dan literatur
terbaru yang kredibel
dan relevan.

Struktur data tematik
untuk memudahkan
analisis isi.

Temuan tematik dan
pemetaan prinsip etika-
hukum dalam
penerapan Al

Model perbandingan
normatif dan
rekomendasi adopsi
kebijakan.

5. Penarikan Kesimpulan dan

Formulasi Rekomendasi

Integrasi hasil analisis ke dalam
rekomendasi hukum dan kebijakan
publik berbasis legalitas, transparansi,
dan HAM.

Rekomendasi normatif
dan arah kebijakan
hukum AI di Indonesia.

Setiap tahap dilakukan secara berurutan dan saling terkait, membentuk proses

analitik yang logis dan transparan. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber
dan expert judgment oleh akademisi hukum dan praktisi kebijakan publik. Penelitian ini
tidak melibatkan subjek manusia secara langsung sehingga tidak memerlukan
persetujuan etik, namun seluruh proses tetap menjunjung tinggi prinsip kejujuran
akademik, akurasi sitasi, dan keterbukaan data.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini disusun sesuai dengan tahapan analisis penelitian diatas, yakni metode,
mencakup: identifikasi dokumen, klasifikasi isu, analisis isi, komparasi normatif, serta
penarikan kesimpulan dan arah riset lanjutan.
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Risiko Normatif dan Ketidakpastian Hukum

Hasil identifikasi terhadap kerangka hukum nasional menunjukkan bahwa
penerapan kecerdasan buatan (Al) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih
berada pada tahap eksperimental tanpa legitimasi normatif yang memadai. KUHAP dan
RKUHAP, sebagai dasar hukum utama proses pidana, tidak mengatur secara eksplisit
kedudukan hasil analisis Al sebagai alat bukti maupun dasar pertimbangan hukum.
Ketiadaan ketentuan ini menciptakan kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang
berdampak pada ketidakpastian penerapan asas legalitas (nullum crimen sine lege) dan due
process of law (Nawawi et al.,, 2024). Klasifikasi data berdasarkan aspek normatif
memperlihatkan bahwa sistem Al, seperti predictive policing, telah diuji coba secara
terbatas pada beberapa wilayah namun belum didampingi regulasi khusus. Sistem ini
berpotensi menghasilkan keputusan represif berbasis algoritma tanpa supervisi manusia
(human oversight), yang dapat melanggar hak konstitusional warga, antara lain hak atas
praduga tak bersalah dan hak untuk diadili secara adil (Kamila, 2025).

Analisis isi melalui matriks indikator dari prinsip keadilan prosedural, legalitas, dan
akuntabilitas algoritmik (berbasis AI Ethics Guidelines dari European Commission dan
UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, 2021), menunjukkan bahwa
penggunaan Al dalam tahap penyelidikan atau pra-adjudikasi tanpa dasar hukum
formal menimbulkan risiko penyimpangan hukum. Algoritma yang bersifat tertutup
(black box algorithms) menghalangi transparansi proses hukum dan menyulitkan
pembuktian akuntabilitas (Mahmuda et al., 2025). Dalam sintesis dan studi komparatif,
ditemukan bahwa yurisdiksi seperti Uni Eropa telah mulai mengintegrasikan prinsip
ethical-by-design, algorithmic accountability, dan pembatasan penggunaan Al dalam proses
hukum yang berdampak pada hak-hak fundamental. Misalnya, EU Al Act (2021) dan
UNESCO Al Ethics Recommendation (2021) menekankan pentingnya transparansi sistem,
audit algoritmik, dan pembatasan penggunaan Al dalam proses adjudikatif. Ketiadaan
prinsip-prinsip tersebut dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan kelemahan
struktural dalam perlindungan HAM dan supremasi hukum di era digital (Fatoni &
Rusdiana, 2024).

Dengan demikian, bagian ini menyimpulkan bahwa kekosongan norma hukum
positif dalam mengatur penggunaan Al dalam penegakan hukum pidana menimbulkan
risiko pelanggaran terhadap asas legalitas dan keadilan prosedural. Reformasi hukum
yang komprehensif diperlukan, baik melalui revisi RKUHAP maupun pembentukan
regulasi baru yang secara khusus mengatur standar akuntabilitas, keterbukaan
algoritma, dan mekanisme pengawasan manusia dalam sistem berbasis Al

Bias Algoritmik dan Keadilan Prosedural

Pengelompokan data pada tahap klasifikasi menunjukkan bahwa tantangan
signifikan dalam penerapan kecerdasan buatan (AI) untuk sektor peradilan pidana
terletak pada risiko bias algoritmik serta dampaknya terhadap keadilan prosedural.
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Sistem Al seperti predictive policing dan risk assessment sangat bergantung pada data
historis, yang terjadi dalam banyak kasus merefleksikan praktik diskriminatif dan belum
sesuai dengan data masa lalu. Akibatnya, Al tidak hanya mereproduksi bias tersebut,
tetapi juga menormalisasikannya dalam bentuk keputusan hukum yang tampak objektif
(Bueno, 2024). Dalam tahap analisis isi, ditemukan bahwa bias algoritmik dapat
mengancam prinsip-prinsip dasar keadilan prosedural, antara lain praduga tak bersalah,
hak atas pembelaan yang setara, dan pengadilan yang imparsial. Sistem Al yang
digunakan untuk menilai risiko residivisme atau potensi pelanggaran hukum, seringkali
tidak mempertimbangkan faktor sosial antara lain latar belakang ekonomi, pendidikan,
atau keluarga, yang justru relevan dalam menentukan keadilan substansial bagi

terdakwa (Malek, 2022).

Penggunaan Al dalam tahap praperadilan yang bersifat otomatis tanpa pengawasan

manusia (human oversight) membuka ruang bagi pelanggaran prinsip due process of law.
Ketika keputusan mengenai penahanan, pembebasan, atau pengawasan hukum
didasarkan pada model statistik tanpa adanya transparansi dan tanpa kemampuan
individu untuk menantang hasilnya, maka prinsip fair trial menjadi tercederai.
Begitupunkarakteristik black box dari banyak sistem Al yang belum memungkinkan
penjelasan logis tentang bagaimana keputusan dihasilkan (Islam, 2024). Berdasarkan Al
Ethics Guidelines dari European Commission dan UNESCO Recommendation on the Ethics
of Al (2021), setiap penerapan Al dalam sistem hukum wajib memenuhi prinsip non-
diskriminasi, keterjelasan proses, akuntabilitas, dan hak untuk diperlakukan secara adil.
Audit algoritmik menjadi alat penting untuk mengevaluasi apakah sistem Al memenuhi
standar etika-hukum tersebut, dan seharusnya menjadi prasyarat penggunaan dalam
proses hukum formal.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka
hukum yang mewajibkan evaluasi bias atau audit etik atas sistem Al yang digunakan
dalam penegakan hukum. Akibatnya, potensi pelanggaran keadilan prosedural menjadi
tidak terkendali. Ketidaksiapan ini memperkuat pentingnya revisi peraturan perundang-
undangan, khususnya dengan mengatur mekanisme, meliputi:

a. Penilaian risiko bias sebelum penerapan sistem.

b. Pembatasan intervensi Al dalam keputusan yang menyentuh hak individu.

c. Pengakuan hak tersangka/terdakwa atas penjelasan dan koreksi (right to
explanation and rectification).

Dengan demikian, bias algoritmik dalam Al bukan sekadar persoalan teknis, namun
telah menjadi isu konstitusional yang memerlukan pengaturan hukum secara ketat
untuk menjaga marwah keadilan prosedural dalam sistem peradilan pidana.

Transparansi dan Akuntabilitas
Analisis pada tahap sintesis dan perbandingan normatif mengungkapkan bahwa
Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang memadai untuk mengatur
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penggunaan kecerdasan buatan (Al) dalam sistem peradilan pidana. Regulasi yang ada
saat ini, seperti KUHAP, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi, masih bersifat
umum dan belum secara eksplisit mengatur prinsip-prinsip penting terkait transparansi
algoritmik, tanggung jawab hukum, audit sistem, maupun pembatasan penggunaan Al
dalam proses hukum yang menyentuh hak asasi manusia. Hasil penelusuran terhadap
dokumen hukum nasional menunjukkan adanya kekosongan hukum (legal vacuum) yang
menghambat perlindungan terhadap hak-hak konstitusional individu ketika Al
digunakan dalam proses penyelidikan, penahanan, atau penuntutan. Tidak adanya
pengakuan terhadap hasil analisis Al sebagai alat bukti atau dasar pertimbangan hukum
juga menimbulkan ketidakpastian terhadap asas legalitas dan due process of law (Nawawi
et al., 2024).

Sebagai perbandingan, Uni Eropa telah mengadopsi kerangka regulatif
komprehensif melalui EU Artificial Intelligence Act (2021), yang menerapkan pendekatan
berbasis risiko (risk-based approach) dan menetapkan sistem klasifikasi penggunaan Al ke
dalam risiko minimal, menengah, tinggi, dan tidak dapat diterima. Regulasi ini
mewajibkan audit algoritmik, transparansi proses, dan larangan penggunaan Al untuk
pengambilan keputusan hukum otomatis dalam kasus yang berisiko tinggi bagi HAM.
Selain itu, UNESCO Recommendation on the Ethics of Al (2021) mendorong negara untuk
mengembangkan kebijakan hukum berbasis prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan
partisipasi publik. Kanada juga telah mengembangkan Algorithmic Impact Assessment
(AIA) yang mewajibkan evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial, hukum, dan etis
sebelum sistem Al diterapkan dalam layanan publik, termasuk peradilan pidana.
Sedangkan, Amerika Serikat melalui Blueprint for an Al Bill of Rights (2022) mempertegas
hak masyarakat atas sistem AI yang aman, adil, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Dibandingkan dengan pendekatan internasional tersebut, regulasi Indonesia saat ini
belum memenuhi standar minimum untuk perlindungan hak dalam penggunaan Al
Belum terdapat mekanisme hukum yang;:

a. Membatasi ruang lingkup penggunaan Al dalam proses hukum.

b. Mewajibkan audit independen terhadap algoritma.

c. Menjamin keterbukaan logika sistem (explainability).

d. Menetapkan bentuk pertanggungjawaban hukum jika terjadi kesalahan atau

pelanggaran oleh sistem Al

Temuan ini mengindikasikan bahwa Indonesia membutuhkan pendekatan legislasi
baru yang bersifat adaptif, berbasis HAM, dan kontekstual. Revisi RKUHAP sebaiknya
memuat pasal-pasal baru mengenai:

a. Pengakuan status hukum sistem Al dan pembatasannya dalam penyidikan dan

penuntutan.
b. Audit algoritmik wajib sebagai bentuk kontrol eksternal.
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c. Hak atas penjelasan dan keberatan bagi individu terdampak (right to explanation
and contestation).

d. Pertanggungjawaban hukum yang jelas terhadap operator, pengembang, dan
instansi pengguna.

Dengan mengadopsi prinsip dari praktik global dan menyesuaikannya dengan
sistem hukum nasional, Indonesia dapat menghindari potensi pelanggaran HAM akibat
penggunaan Al dan memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memperkuat, bukan
menggantikan, prinsip-prinsip negara hukum.

Efektivitas Implementasi dan Tantangan Kelembagaan

Meskipun urgensi pengaturan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem hukum mulai
diakui dalam wacana normatif, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada
kesiapan dan kapasitas kelembagaan negara. Temuan penelitian pada tahap sintesis
menunjukkan bahwa meskipun ada inisiatif awal dalam penggunaan sistem prediktif
oleh aparat penegak hukum, penerapannya belum diimbangi dengan infrastruktur
kelembagaan yang memadai. Hingga saat ini, belum terdapat satu pun lembaga penegak
hukum di Indonesia baik Polri, Kejaksaan, maupun pengadilan yang memiliki kerangka
kerja internal baku untuk mengatur penggunaan, pengawasan, dan evaluasi sistem Al
dalam proses hukum pidana. Standard Operating Procedures (SOP) untuk penggunaan
teknologi prediktif belum tersedia secara terbuka, dan keterlibatan aktor penegak hukum
dalam pelatihan algoritmik masih terbatas. Hal ini menunjukkan lemahnya prinsip legal
tech governance pada tingkat kelembagaan.

Penggunaan Al terbatas pada fungsi administratif, pengumpulan data, atau sistem
pemetaan risiko, seperti dalam program predictive policing yang bersifat eksperimental
pada beberapa wilayah. Belum ada lembaga audit algoritmik internal yang secara
independen mampu menilai apakah sistem tersebut telah melanggar hak warga negara
atau menimbulkan keputusan hukum yang bias. Ketiadaan lembaga pengawas khusus
ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) sebagaimana
dianjurkan dalam OECD AI Principles (2019) dan UNESCO Recommendation on the Ethics
of Al (2021), yang mewajibkan keterlibatan otoritas independen dalam pengawasan
penggunaan Al oleh negara. Selain itu, belum ada mekanisme pengaduan publik yang
spesifik bagi individu yang terdampak oleh sistem keputusan berbasis Al. Dalam sistem
hukum pidana yang menjamin hak atas keadilan, terjadinya kesalahan algoritmik
menunjukkan lemahnya perlindungan prosedural yang berbasis pada prinsip fair trial
dan right to explanation.

Dari sisi kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada lembaga penegak hukum
belum disiapkan secara sistematis untuk memahami atau mengawasi sistem Al. Hasil
analisis menunjukkan bahwa aparat belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai:

a. Cara kerja sistem algoritmik.

b. Risiko diskriminasi algoritmik.
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c. Audit data input dan output Al

d. Kode etik dalam penggunaan teknologi cerdas.

Sedangkan, pada negara hukum, pemahaman atas alat bantu teknologi yang
digunakan dalam proses penegakan hukum menjadi bagian dari kompetensi profesional
minimum yang wajib dimiliki oleh setiap aparatur penegak hukum. Tantangan
kelembagaan ini menunjukkan bahwa regulasi hukum tanpa penguatan kelembagaan
akan sulit diimplementasikan secara efektif. Sistem hukum Indonesia masih bersifat
reaktif, belum membangun kerangka kelembagaan proaktif yang mampu:

a. Menyediakan sistem pengawasan dan evaluasi teknologi hukum.

b. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan Al for justice.

c. Mewajibkan transparansi kelembagaan terhadap penggunaan Al.

d. Menjamin partisipasi masyarakat sipil dalam pemantauan teknologi hukum.

Sementara, negara-negara seperti Kanada dan negara anggota Uni Eropa telah
membentuk badan pengatur Al nasional atau menunjuk otoritas perlindungan data
sebagai pengawas terhadap implementasi sistem Al oleh lembaga negara. Indonesia
dapat mengambil pelajaran dari model tersebut untuk memperkuat efektivitas hukum
dengan dukungan kelembagaan yang kokoh.

Dengan demikian, keterbatasan kelembagaan merupakan hambatan struktural yang
tidak kalah penting dibanding kekosongan normatif. Upaya pembangunan regulasi
harus berjalan seiring dengan pembentukan dan penguatan institusi pengawasan,
pengaduan, dan pelatihan, agar keadilan prosedural tetap terjaga dalam era digital yang
semakin otonom.

Keterbatasan Penelitian dan Arah Riset Lanjutan

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif-kualitatif dengan fokus
pada analisis dokumen hukum dan kebijakan publik. Belum dilakukan uji empiris
terhadap kinerja sistem Al hukum yang telah diterapkan. Ke depan, penelitian lanjutan
perlu diarahkan untuk:

a. Melakukan audit algoritmik empiris terhadap sistem e-Court dan predictive policing

di Indonesia.
b. Mengembangkan simulasi kebijakan berbasis Algorithmic Impact Assessment (AIA).

c. Merumuskan model tata kelola AI hukum nasional yang mengintegrasikan

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan HAM sebagaimana
diadopsi di Uni Eropa dan Kanada.

Dengan pendekatan tersebut, riset lanjutan diharapkan mampu memperkuat
integrasi etika, hukum, dan teknologi secara lebih adaptif terhadap dinamika
transformasi digital di bidang hukum.

Sebagai sintesis akhir dari keseluruhan tahapan analisis, dapat disimpulkan bahwa
penerapan Al dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan potensi besar dalam
meningkatkan efisiensi dan akses keadilan, namun juga menimbulkan tantangan serius
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terhadap keadilan prosedural, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh
karena itu, reformasi hukum digital perlu diarahkan pada pembentukan kerangka
regulasi dan kelembagaan yang berorientasi pada prinsip responsible A, human oversight,
dan algorithmic accountability sebagai fondasi hukum masa depan yang adil, transparan,
dan berkelanjutan.

Simpulan

Transformasi digital yang tengah berlangsung di berbagai sektor telah mencapai

ranah hukum pidana, di mana kecerdasan buatan (AI) mulai digunakan sebagai alat
bantu dalam proses penegakan hukum. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa
implementasi Al dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi berbagai
tantangan serius, baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun etis. Meliputi:

1. Secara normatif, Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang eksplisit dan
komprehensif yang mengatur kedudukan, batasan, serta pertanggungjawaban
hukum atas penggunaan Al dalam proses hukum. KUHAP dan RKUHAP, sebagai
pilar hukum acara pidana, belum memuat ketentuan mengenai status hasil analisis
Al sebagai alat bukti atau dasar pertimbangan hukum, sehingga menimbulkan
ketidakpastian terhadap asas legalitas dan due process of law.

2. Dari perspektif keadilan prosedural, penggunaan Al tanpa pengawasan manusia
yang memadai berisiko menimbulkan bias algoritmik, pelanggaran hak atas praduga
tak bersalah, dan ketimpangan perlakuan hukum terhadap kelompok rentan. Sistem
algoritmik yang dibangun dari data historis yang diskriminatif berpotensi
memperkuat ketidakadilan struktural alih-alih memperbaikinya.

3. Dari aspek regulasi dan kelembagaan, belum tersedia mekanisme pengawasan, audit
algoritmik, maupun kanal pengaduan yang memadai. Lembaga penegak hukum
belum memiliki kapasitas dan infrastruktur yang cukup untuk memastikan bahwa
penggunaan Al sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan
akuntabilitas. Belum dibentuknya lembaga pengawas independen serta keterbatasan
kompetensi SDM memperparah risiko pelanggaran HAM oleh teknologi yang
digunakan dalam ranah hukum.

Untuk menjamin Al berfungsi sebagai pelengkap keadilan, bukan ancaman, maka

perlu dirumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan:

1. Rekomendasi Regulasi:

a. Percepatan revisi RKUHAP dengan menambahkan ketentuan mengenai
penggunaan teknologi cerdas dalam proses penyidikan, penahanan, dan
penuntutan, termasuk mekanisme pengawasan dan batasan intervensi Al

b. Rumusan Peraturan Pemerintah atau Perpres khusus yang mengatur tata kelola
Al dalam sektor hukum, dengan pendekatan berbasis risiko dan prinsip kehati-
hatian.
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c. Adopsi prinsip global antara lain right to explanation, algorithmic accountability,
dan non-discrimination dari EU Al Act dan UNESCO Al Ethics Recommendation
sebagai rujukan normatif.

2. Rekomendasi Kelembagaan:

a. Membentuk otoritas pengawas Al nasional atau unit independen di bawah
lembaga penegak hukum untuk melakukan audit algoritmik dan meninjau
pelanggaran hak oleh sistem otomatis.

b. Mewajibkan pelatihan teknologi hukum (legal tech) bagi aparat penegak hukum,
hakim, dan penyidik agar mampu mengevaluasi dan mengawasi penggunaan
sistem Al secara kritis.

c. Membangun mekanisme pengaduan dan koreksi publik bagi individu
terdampak sistem Al, termasuk hak untuk menolak keputusan yang dihasilkan
secara otomatis.

3. Rekomendasi Riset dan Etika:

a. Mendorong riset interdisipliner dan berbasis lapangan mengenai dampak Al
dalam sistem peradilan pidana.

b. Melibatkan partisipasi masyarakat sipil dan akademisi dalam pengembangan
pedoman etik dan pengawasan publik terhadap teknologi hukum.

Dengan kebijakan yang adaptif, regulasi yang jelas, serta penguatan kelembagaan
yang memadai, Indonesia mampu membangun sistem hukum pidana yang tetap
menjunjung tinggi keadilan, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum, tidak
tertinggal oleh laju perkembangan teknologi.
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